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ABSTRAK 

Legislatif daerah sebagai lembaga penvakilan yaOg ada di daerah, pada 
dasarnya berfungsi sebagai wadah aspirasi dan wakil rakyat harus berhadapan 
dengan mekanisme dan stuktur pemerintah daerah yang sudah ditetapkan oleh 
pemerintah pusat. Yang pada intinya menyebabkan posisi legislatif daerah dalam 
menjalankan fungsinya mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Dikarenakan adanya 
faktor...faktor yang menyebabkan adanya kecenderungan hal tersebut , dipengaruhi 
oleh integritas dan kemampuan anggota dewan dan stuktur pemerintaban daerah 
dan stuktur dewan itu sendiri yang merupakan kerangka formal bagi lembaga 
legisalatif dalam bertindak sebagai wakil rakyat. Sedangkan pelaksanaan hat yang 
dimiliki dewan dalam menjalankan fungsinya ini tergantwJg pada individu masing­
masing anggota . Jadi dikembalikan Iagi pada kesadaran dati anggota untUk 
menggunakan haknya sebagai wakil rakyat meskipun secara stuktural (Tatib) jelas 
mempersulit penggunaan hak ...hak tersebut. 
Dari kondisi diatas , legislatif daerah dalam menjalankan perannya 
menyelesaikan masaIah pertanahan banya bersifat fonnalitas artinya dewan hanya 
bisa mengkaji u1ang keputusan-keputusan dan perjanjian yang tclah dibuat, dan 
sebagai lembaga yang mengesahkan dari beberapa perubahan peruntukan tanah 
yang diajukan eksekutif. Disebabkan adanya ambivalensi peran legislatif daerah 
yaitu disamping sebagai wakil rakyat juga sekaligus sebagai bagian dari pemerintah 
daerah. . 
Hal tersebut menyebabkan posisi legislatif daerah masih berada dibawah 
eksekutif, sehingga kritik kurang berfungsinya legislatif daerah masih dirasakan 
yaitu belum terserapnya semua aspirasi rakyat didaerah. 
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